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P U T U S A N

Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Mbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1]  Pengadilan  Agama Muara  Bulian  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah

memutus perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Rita Astari  Binti  Ali, umur 18 tahun,  agama Islam, pendidikan terakhir  S1,

pekerjaan  Honorer  SDN  202/1  Tanah  Longsor  Kembang  Seri,

tempat  tinggal  di  RT 07  Desa  Kembang Seri  Baru  Kecamatan

Maro  Sebo  Ulu  Kabupaten  Batang  Hari.  Selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Abdul  Gapur Bin Ahmad Babui, umur 30 tahun,  agama Islam, pendidikan

terakhir  SLTA,  pekerjaan  Petani,  tempat  tinggal  di  Lembagan

Permasyarakatan (LP) Muara Bulian. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah  mendengar  keterangan  pihak  Penggugat  dan  para  saksi  di

persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Bahwa  Penggugat dalam  surat  gugatannya tertanggal 27 Agustus

2018  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian,
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Nomor  0298/Pdt.G/2018/PA.Mbl,  telah  mengajukan  cerai  gugat  terhadap

Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan

pernikahan  pada  hari  Sabtu  tanggal  07  Juli  2007,  yang  dicatat  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  KUA

Kecamstan  Maro  Sebo  Ulu,  sesuai  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

159/06/VIII/2007, tanggal 01 Agustus 2007 dan setelah akad nikah Tergugat

mengucapkan sighat  ta'lik  talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah

tersebut; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai

dengan berpisah; 

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

2 orang anak, masing-masing bernama :

a. PJ Agasi Bin Abdul Gopur, umur 11 tahun

b. Daula Faeza Bin Abdul Gopur, umur 3 tahun

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

awalnya  rukun saja  selama 10 tahun;   namun setelah  itu  dalam rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran  disebabkan  Terugat  berselingkuh  dengan  keponakan

Penggugat  sendiri  bernama  Dea  Anjelina  Binti  Tarmizi  kemudian

dilaporakan ke pihak yang berwajib  pada bulan Juli  2017 dan sekarang

Tergugat  mendekam di  penjara LP Muara  Bulian  dengan Vonis 5  tahun

penjara;   sejak  kejadian  itu  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  1  tahun

lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada  lagi  hubungan  baik  lahir  maupun  batin  dan  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat; 

5. Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berupaya

mengatasi  masalah  tersebut  dengan  jalan  musyawarah  namun  tidak

berhasil; 
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6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup

lagi  berumah  tangga  dengan  Tergugat,  oleh  karenanya  Penggugat

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama

Muara Bulian; 

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini; 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian  cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.  Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat  (Abdul  Gapur  Bin  Ahmad

Babui)  terhadap Penggugat (Rita Astari Binti Ali); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Subsider :

Atau  apabila  Ketua  Pengadilan  Agama cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah

memanggil  Tergugat  pada  tanggal  03  September  2018  dan  tanggal  14

September 2018 untuk hadir di persidangan;

[3.3] Proses mediasi dan upaya damai oleh Majelis hakim 

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka

proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  namun  Majelis  Hakim  selama

persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar

rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap
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ingin melanjutkan proses persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan  Penggugat  yang  isi  pokoknya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat

tanpa ada perubahan;

[3.5] Jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,   Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bu

kti Surat 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/06/VIII/2007, atas nama

Penggugat dan Tergugat,  yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  KUA

Kecamstan Maro Sebo Ulu, tanggal 01 Agustus 2007. Alat bukti surat

tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta

oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);  

2. Fotokopi  Salinan Putusan  Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN  Mbn,

tanggal 24  Oktober  2017.  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri

Muara  Bulian.  Alat  bukti  surat  tersebut  telah  di-nazagelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan

diberi kode (P.2);  

[3.7] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi

dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

[3.8] Kesimpulan  

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan

yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam
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surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan

Penggugat tersebut;

[3.9] Pemeriksaan selesai  

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,  ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang

perkara  ini  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan

putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat

yang  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama Muara  Bulian  berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Legal standing

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Tergugat  dan  belum  pernah  bercerai  dan  rumah  tangganya  sudah  tidak

harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat

sebagai  isteri  memiliki  hak  untuk  mengajukan  perceraian  ini  ke  Pengadilan

Agama  (persona  standi  in  judicio) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-
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Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan   jo.  Pasal  73  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.4] Kehadiran para pihak

Menimbang,   bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara

Bulian telah memanggil Tergugat pada tanggal 03 September 2018 dan tanggal

14 September 2018, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan

tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran

Tergugat   tersebut  dinilai  tidak  disebabkan  karena  suatu  alasan  yang  sah

menurut hukum dan gugatan  Penggugat tidak bertentangan dengan hukum,

maka berdasarkan ketentuan Pasal  149 RBg, Tergugat  yang telah dipanggil

secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan

gugatan Penggugat dapat  dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

[4.5] Proses mediasi 

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  154  R.Bg.  dan  Pasal  4  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan,  bahwa  dalam  perkara   perdata  inklusif didalamnya  mengenai

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat

tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka  proses  Mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan;

[4.6] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di

persidangan, namun berdasarkan Pasal  82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  Majelis  Hakim  tetap  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali
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dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

[4.7] Pokok gugatan dan alasan perceraian

Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  yang  terdapat  dalam  gugatan

Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat

adalah  karena  Terugat  berselingkuh  dengan  keponakan  Penggugat  sendiri

bernama  Dea  Anjelina  Binti  Tarmizi  kemudian  dilaporakan  ke  pihak  yang

berwajib pada bulan Juli 2017 dan sekarang Tergugat mendekam di penjara LP

Muara Bulian dengan Vonis 5 tahun penjara Atas dasar hal tersebut, Penggugat

menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.  Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat  (Abdul  Gapur  Bin  Ahmad

Babui)  terhadap Penggugat (Rita Astari Binti Ali); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Subsider :

Atau  apabila  Ketua  Pengadilan  Agama cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

huruf  (c)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  23  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa Gugatan perceraian karena alasan

salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang  lebih  berat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  19  huruf  c

maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup
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menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai  kekuatan

hukum  yang  tetap;  Jo.  Pasal  135  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi  :

Gugatan perceraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima)

tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf

c,  maka  untuk  mendapatkan  putusan  perceraian  sebagai  bukti  penggugat

cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara

disertai  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  putusan  itu  telah  mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;

[4.8] Jawaban Tergugat

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal

Tergugat  dapat  dianggap  tidak  bermaksud  untuk  mempertahankan  hak-hak

keperdataannya  dan  atau  membela  kepentingannya  di  persidangan.  Hal  ini

telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an

III  :  405  yang  diambil  alih  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  Majelis  yang

menyatakan sebagai berikut :

Artinya: “Barang  siapa  yang  dipanggil   untuk  menghadap   Hakim   Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya”.

[4.9] Beban pembuktian  

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip

mempersulit  perceraian  dalam  artian  warga  negara  Indonesia  tidak  dapat

mempermainkan  lembaga  pernikahan  yang  sakral  dengan  seenaknya

melakukan  perceraian  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  peraturan  perundang-

undangan,  sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat  secara  formil  dapat

diartikan  menerima  dan  membenarkan  dalil-dalil  Penggugat,  namun  khusus

dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya

sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan
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bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang

menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata

didasarkan  pada  pengakuan  dan  atau  adanya  kesepakatan  saja,  karena

dikhawatirkan  timbulnya  kebohongan  (de  groten  langen).  Begitupula  dalam

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai  ikatan perdata biasa akan tetapi

sebagai  mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh),  sehingga bagi  suami isteri

haram hukumnya  bercerai  tanpa alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum,  oleh

karena  itu  Majelis  membebani  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil—dalil

gugatannya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  sependapat  dan  mengambil  alih  hujjah

syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil

alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya  :  “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak

diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

[4.10] Penilaian alat bukti

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatanya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode

(P.1 dan P.2);

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  berkode  (P.1 dan  P.2)  tersebut

merupakan fotokopi  akta  otentik  yang telah  dicocokkan dengan aslinya  dan

telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Yang  dikenakan  Bea  Materai,  maka  bukti  kode  (P.1  dan  P.2)  tersebut  sah

sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan

akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak

dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai

kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti

yang  dihadirkan  di  persidangan,  Majelis  Hakim  menemukan  fakta  hukum

sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berstatus  sebagai  suami  isteri  yang

menikah pada tanggal 07 Juli 2007 yang tercatat di wilayah Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Maro  Sebo  Ulu  dan  menurut  hukum  belum  pernah

bercerai;

2. Bahwa  dari  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugaty  sudah  dikaruniai  2

orang  anak,  masing-masing  bernama  : PJ  Agasi  biin  Abdul  Gopur  dan

Daula Faeza bin Abdul Gopur;

3. Bahwa  Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun

serta  denda  sejumlah  Rp.1.000.000.000,00(satu  milyar  rupiah)  dengan

ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

selama 3 (tiga) bulan oleh Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada

tanggal 24 Oktober 2017;

4. Bahwa  Putusan  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  tersebut  telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Bahwa  saat  ini  Tergugat  sedang  berada  dan  menjalani  hukuman  di

Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian;

[4.11] Fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan hukumnya

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  dari  Penggugat  yang

dikuatkan dengan bukti-bukti  yang diajukan oleh Penggugat,  serta  kejadian-

kejadian yang terjadi selama persidangan,  Majelis Hakim telah menemukan

fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  yang

dikuatkan  dengan  alat  bukti  surat  berkode  (P.1)  dapat  dinyatakan  terbukti

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  perkawinan  yang  sah  sejak
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tanggal  07  Juli  2007.  Dengan  adanya  fakta  tersebut  pemeriksaan  perkara

perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki

hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut

Penggugat mempunyai kedudukan hukum  (legal standing)  untuk mengajukan

perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat dan dalil-dalil

gugatan  Penggugat bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  dikaruniai

keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

berhubungan layaknya suami isteri (ba’da dukhul). Fakta tersebut akan Majelis

Hakim  pertimbangkan  lebih  lanjut  karena  berkaitan  erat  dengan  ketentuan

masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  gugatan  perceraian  yang

diajukan  oleh  Penggugat  sebagai  isteri,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah

ikatan  pernikahan,  oleh  karenanya  perceraian  hanya  dibenarkan  dalam

keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal

tersebut  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan

telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.  Pasal  116 Kompilasi

Hukum  Islam,  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama,  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974

tentang Perkawinan;

Menimbang,  oleh  karena  suami  isteri  dilarang  untuk  bercerai  tanpa

alasan  yang  sah  menurut  hukum,  maka  Majelis  Hakim  akan  mendalami,

apakah  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  ada  alasan

perceraian  sebagaimana  yang  diperbolehkan  oleh  hukum  Islam  dan  atau

peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  dalam  perkara  ini,

Penggugat  telah  mendalilkan  adanya  alasan  perceraian  sebagaimana  yang

terdapat pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah dijatuhi hukuman

penjara selama 5 (lima) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian

pada  tanggal  24  Oktober  2017  bukti  (P.2)  dan  Tergugat  saat  ini  sedang

menjalani  hukumannya tersebut,  fakta mana telah pula menunjukkan bahwa

hukuman  penjara  tersebut  didapatkan  oleh  Tergugat  setelah  berlangsung

perkawinannya dengan Penggugat pada tanggal  07 Juli  2007, maka Majelis

berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan

gugatan bercerai dari Tergugat. Alasan mana telah sesuai dengan ketentuan

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (c)  Kompilasi  Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat

terjadi  karena alasan salah  satu pihak mendapat  hukuman penjara  5 (lima)

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara

selama 5  (lima)  tahun  oleh  Putusan  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  pada

tanggal 24 Oktober 2017 dan Tergugat saat ini sedang menjalani hukumannya

tersebut  sehingga  tidak  dapat  memberi  nafkah  kepada  Penggugat  sebagai

isteri, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli

hukum  Islam  Dr.  Wahbah  Azzuhaili  dalam  kitabnya  al-fiqh  al-islam  wa

Adillatuhu,  Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai

pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap

isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak

untuk  minta  cerai  ke  pengadilan  disebabkan  suami  tidak  mampu menjamin

nafkahnya.
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Menimbang,  bahwa  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  yang

bermakna ikatan perkawinan tidak mungkin dapat  terjalin dan dipertahankan

apabila hanya salah satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak

lain  sudah  tidak  ingin  lagi  mempertahankan  ikatan  tersebut,  yang  dalam

perkara  a  quo  jelas  ditunjukkan  dengan  sikap  Penggugat  yang  tetap  pada

pendiriannya  untuk  bercerai  dari  Tergugat,  lagi  pun  Tergugat  juga  tidak

menunjukkan  keberatannya  dengan  tidak  menghadiri  persidangan  tanpa

ternyata  dengan  alasan  yang  sah,  maka  Majelis  berpendapat  bahwa

kebaikankebaikan dan kasih sayang dalam rumah tangga antara Penggugat

dan  Tergugat  telah  hilang  sehingga  tidaklah  bermanfaat  lagi  untuk

mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal  3

Kompilasi  Hukum Islam tidak  mungkin  dapat  diwujudkan lagi,  apalagi  untuk

mewujudkan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah

sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  al-Qur’an  surah  ar-Rum  ayat  (21),

sedangkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi dalam dan

untuk  kurun  waktu  yang  lama  karena  Tergugat  harus  menjalani  hukuman

penjara  selama  lebih  dari  5  (lima)  tahun,  selama  itu  pula  Tergugat  tidak

mungkin dapat  menunaikan kewajibannya sebagai  suami  dan kepala  rumah

tangga  sebagaimana  lazimnya,  keadaan  mana  semakin  menjauhkan

kesempatan diwujudkannya tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  bila  suatu  rumah  tangga  telah  hilang  kebaikan

kebaikan  dan  kasih  sayang  di  dalamnya  dan  tujuan  dari  perkawinan  tidak

mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir

bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir

dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat

dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal
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menolak  mafsadah  lebih  utama  daripada  menarik  maslahah,  sesuai  norma

hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

Artinya: Menolak  kesusahan  (madlarat)  itu  harus  didahulukan

(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  untuk  kemaslahatan  Penggugat  dan  Tergugat

maka jalan  perceraian  merupakan  pilihan  yang  terbaik  bagi  Penggugat  dan

Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  unsur-unsur  untuk  dikabulkanya  sebuah

perceraian  berdasarkan  Pasal  19  huruf  (c)  Peraturan  pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

[4.12] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang,  oleh  karena  Penggugat  telah  berhasil  membuktikan

adanya  alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (c)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf  (c)  Kompilasi  Hukum

Islam,  sedangkan  usaha  perdamaian  sesuai  dengan  Pasal  154  RBg  dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di

Pengadilan  tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir  dan

usaha damai  oleh  Majelis  Hakim sesuai  Pasal  82  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal

31 ayat (1) dan (2) serta Pasal  22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum

nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

[4.13] Tentang jenis perceraian

Menimbang,  bahwa  dikarenakan  perkara  ini  merupakan  cerai  gugat

yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-

pertimbangan  hukum  di  atas,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  talak  satu  bain

shughra dari  Tergugat  (Abdul  Gapur Bin Ahmad Babui)  terhadap Penggugat

(Rita  Astari  Binti  Ali),  dimana  perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat
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tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa hal  tersebut  telah relevan dengan pendapat  ahli

Hukum Islam  Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman

248  yang  diambil  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri  yang

menyatakan sebagai berikut:

Artinya:  “Apabila  gugatan  isteri  di  depan  hakim  telah  terbukti  berdasarkan

keterangan  bukti  dari  isteri  atau  karena  telah  ada  pengakuan  dari  suami,

sedangkan  penderitaan  isteri  itu  membuatnya  tidak  sanggup  lagi  untuk

melanjutkan  hidup  bersama  suami  dan  antara  keduanya  sudah  tidak  bisa

didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih

Sunnah II hal. 248.” );

[4.14] Masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang,  bahwa  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap,

maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

[4.15] Biaya perkara

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan  azas  lex  spesialis

drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;
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[4.16] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat  (Abdul Gapur Bin Ahmad

Babui) terhadap Penggugat (Rita Astari Binti Ali); 

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp.

436.000,-  (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah). 

[6] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini  dijatuhkan  dalam  sidang  permusyawaratan

Majelis Hakim  Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari  Kamis tanggal 20

September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal ............ Hijriyah oleh kami

Elvin Nailana, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Nur

Chotimah, S.H.I, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Hudori,

S.Ag.,  M.H.  sebagai  Panitera  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Elvin Nailana, S.H, M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
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Darda Aristo, S.H.I. Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera,

Hudori, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Proses : Rp.   50.000,-

3. Panggilan : Rp. 345.000,-

4. Redaksi : Rp.     5.000,-

1. Materai                 : Rp.     6.000,-

Jumlah : Rp. 436.000,-   

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan
untuk pertama kali diberikan kepada dan atas
permintaan  Penggugat  pada
tanggal......................,  dalam  keadaan  telah
berkekuatan hukum tetap;

Panitera 
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S, Ag, M.H
NIP. 19671221.199803.1.005
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